SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Demalk;

.bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan serta berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi, masih terdapat tugas Bidang
Kearsipan dan uraian tugas pada Seksi Akuisisi dan
Pelestarian arsip terkait dengan pengelolaan arsip statis
dan arsip inaktif yang belum disebutkan sehingga
Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Demalk;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 58);

. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2018 Nomor 4);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 58) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan ayat (6) diubah,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat yang membawahkan:
1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perpustakaan yang membawahkan:
1. Seksi Layanan Perpustakaan;

2. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan
Pelestarian Bahan Pustaka; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan.

d. Bidang Kearsipan yang membawahkan:

1. Seksi Penataan dan Layanan Kearsipan;

2. Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.



(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf d angka 1
sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf {, dipimpin oleh Pejabat
Fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
dan pengelolaan arsip.

. Ketentuan pasal 22, di antara huruf j dan huruf k
disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j1 dan di antara
huruf n dan huruf o disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf
nl, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip mempunyai

uraian tugas:

a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana
kegiatan di Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip;

b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Seksi Akuisisi dan
Pelestarian Arsip yang terkait dengan bidang tugasnya,;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing
bawahannya dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk
pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara
benar;



nl.

. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan

pihak terkait;

. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Akuisisi dan

Pelestarian Arsip sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian
pimpinan;

melaksanakan pengolahan dan akuisisi arsip di
lingkungan Pemerintah Daerah;

. menyusun skema pengaturan dan penyimpanan arsip;

. menyelenggarakan penelusuran dan pelestarian arsip;

melaksanakan perawatan dan pemeliharaan arsip;

. menyusun telaahan persetujuan jadwal retensi dan

pemusnahan arsip;

. melaksanakan penilaian, pemindahan dan

pemusnahan arsip;

. melaksanakan duplikasi, alih media, reproduksi,

restorasi, preservasi dan konservasi arsip;

melaksanakan pengujian bahan-bahan restorasi dan
konservasi arsip;

. melaksanakan penilaian terhadap arsip yang

diserahkan dan bernilai guna;

. menyelenggarakan  pemilahan, penyiangan dan

pemberkasan arsip;

melaksanakan pengelolaan arsip statis dan arsip
inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun;

. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan;

. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

Akuisisi dan Pelestarian Arsip berdasarkan program
kerja;

. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Akuisisi

dan Pelestarian Arsip sesuai dengan hasil pelaksanaan
kegiatan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.



4. Ketentuan Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Pasal 24 diubah, sehingga Bagian Kelima dan
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu
Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) diubah,
sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau
jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIb atau
jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan
eselon [Va atau jabatan pengawas.

(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis
Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau
jabatan pengawas.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 61

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD
KENDARSIH TRTANI, SH.MH.
Pembina

NIP. 197007081995032003




